PENETAPA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 129/PP.03.5-Kpt/3323/KPU-Kab/V /2018

TENTANG

N KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MENGAUDIT LAPORAN DANA

KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

TEMANGGUNG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan Kketentuan pasal 41 ayat (1)
Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye
Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Walkil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1)
Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye
Peserta Pemilihan Gubernur dan Walkil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a
dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Temanggung tentang Penetapan Kantor Akuntan
publik Untuk Mengaudit Laporan Dana Kampanye Pasangan
Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung
Tahun 2018;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa
Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 42);

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5189);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tenteng Akuntan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 15);

5. Undang ...



9.

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Nomor 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5679);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5656); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, Walikota  menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik
Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5690);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang
Jasa Akuntan Publik;

10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008

tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemillhan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten /Kota;

11 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas

Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012,
Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan

Umum;

12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015

tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan
Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1911},

13. Peraturan ...



Memerhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

A

13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2
Tahun 2018;

14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Kampanye Pemilithan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Walil
Walikota;

16 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung
Nomor 22 /PP.02.3-Kpt /3323 /KPU-Kah/IX /2017 tentang
Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018;

17 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung
Nomor 35/PP.02.3-Kpt/3323/KPU-Kab/IX/2017 tentang
Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018.

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Temanggung Nomor 159/PP.03.5-BA/3323/KPU-Kab/V /2018
Tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik Untuk Mengaudit
Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

: Menunjuk dan menugaskan kepada :

1. Menunjuk dan menugaskan kepada Kantor Akuntan Publik Dra.
Suhartati & Rekan (Rekan Pimpinan Paidi Priohusodo, Akt,
CPA, CA) yang berkedudukan di Jalan Perum Ngaditerto I mo
11 Gamping, Sleman, DIY sebagai pelaksana audit laporan dana
kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut
1 yaitu Drs. H.M. Bambang Sukarno — Matoha.

2. Menunjuk dan menugaskan Kkepada Kantor Akuntan Publik
RMR (Rekan Pimpinan Dr. Mardjito, Akt, CPA) yang
berkedudukan di Jalan Beruang Raya No. 48 Semarang sebagai
pelaksana audit laporan dana kampanye Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati nomor urut 2 yaitu Haryo Dewandono -
Irawan Prasetyadi.

3. Menunjuk dan menugaskan kepada Kantor Akuntan Publik
DARSONO & REKAN (Rekan Pimpinan Dr. Darsono, MBA, CA,
CPA) yang berkedudukan di Jalan Mugas Dalam No. 65
Semarang sebagai pelaksana audit laporan dana kampanye
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 yaitu H.
M. Al Khadziq - Drs. R.Heri Ibnu Wibowo.

. Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU bertugas untuk mengaudit laporan dana kampanye dari
masing-masing pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Temanggung Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung
Tahun 2018.

KETIGA ...



KETIGA

KEEMPAT

: Semua biayva yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan kepada Anggaran Hibah Langsung Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018.

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 16 Mei 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
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Salinan Sesuai Dengan Aslinya
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